ABSTRAK

Riskiyanto Munawar : Sanksi Hukuman Mati Terhadap Pembunuh Non-Muslim
Menurut Al-Syafi’i Dan Abu Hanifah Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia
Di Indonesia.

Pembunuhan merupakan tidak kejahatan yang mengakibatkan pada
hilangnya jiwa atau nyawa manusia. Di dalam hukum Islam apabila pembunuhan
tersebut dilakukan dengan sengaja maka hukumannya adalah gishash, yaitu nyawa
dibalas dengan nyawa. Sebagaimana tercantum di dalam al-Quran surat al-
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Hasil dari penelitian itu dap pulkan bahwa sanksi hukuman mati
(gishash) terhadap pembunuh non-muslim menurut al-Syafi’i tidak bisa
diterapkan karena adanya perbedaan keyakinan antara pembunuh dan yang
dibunuh sebagaimana dzahir nash. Adapun Abu Hanifah tetap mengharuskan
adanya qishash jika seorang muslim membunuh dzimmi, karena Abu hanifah
melihat dari segi persamaan di depan hukum. Jika dihubungkan dengan hak asasi
manusia di Indonesia, maka pendapat Abu Hanifah lah menurut penulis yang
paling sesuai dengan nila-nilai keadilan dan asas persamaan di muka hukum bagi
setiap manusia tanpa memandang agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan,
status sosial, jenis kelamin, bahasa, sebagaimana yang tercantum pada pasal 3, 4,
dan 5 Undang-Undang No 39 Tahun 199 Tentang Hak Asasi Manusia.
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